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Abstrak
Persoalan waris selalu muncul menjadi salah satu persoalan sensitive dalam
keluarga.Keinginan ahli waris untuk memiliki harta warisan sering menimbulkan
permasalahan yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya.Karena ketertarikan
kepada harta warisan, hubungan kekeluargaan bisa menjadi hancur. Kadang kala ada
diantara ahli waris yang ingin lansung membagi harta peninggalan tanpa mengeluarkan
kewajiban-kewajiban yang harus dibebankan kepada harta peninggalan tersebut, dan
untuk menentukan yang mana yang menjadi harta peninggalan, kadang kala
menimbulkan kesulitan, karena di Indonesia harta dalam perkawinan ada harta bersama
dan ada yang menjadi milik masing-masing. Ada diantara para ahli waris yang tidak
mengerti mengenai hal ini.Masalahnya dirumuskan bahwa: Apa saja kewajiban ahli
waris terhadap harta peninggalan sebelum harta warisan dibagi kepada para ahli waris
?.Dan langkah apa saja yang dilakukan jika harta peninggalan tidak mencukupi untuk
memenuhi kewajiban-kewajibanterhadap harta peninggalan tersebut ?
Setelah data dikumpulkan, peneliti berpendapatbahwa sebelum ahli waris
mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang harus di bebankan kepada harta peninggalan,
terlebih dahulu harus memastikan status harta yang menjadi harta peninggalan, Setelah
itu ahli waris berkewajiban :
1 Untuk menjadikan harta peninggalan itu menjadi hak penuh harta warisan, maka ahli
waris berkewajiban: a. Membayar biaya penyelenggaraan jenazah.  b. Membayar
hutang-hutang pewaris. c. Membayar wasiat pewaris.
2. Langkah yang dapat dilakukan jika harta peninggalan tidak mencukupi untuk
memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dibebankan kepada peninggalan tersebut
adalah :
a. Dalam masalah perawatan jenazah, kewajiban untuk menanggung biaya tersebut
adalah  ahli waris yang semasa hidupnya ditanggung oleh pewaris.
b. Urutan membayar wasiat dan hutang, harus didahulukan mebayar hutang, karena
harus mendahulukan kewajiban dari pada anjuran berbuat baik.
c. Membayarkan hutang pewaris, diantara hutang kepada Allah dan hutang kepada
manusia, maka sebaiknya didahulukan membayar hutang kepada manusia.
d. Membayarkan wasiat pewaris, jika harta peninggalan tidak mencukupi wasiat tidak
perlu dilaksanakan.
Kata Kunci : Ahli Waris, Harta Peninggalan.
A. Pendahuluan.
Berbicara tentang masalahwaris
menyalurkan fikiran dan perhatian orang
kearah suatu kejadian penting dalam suatu
masyarakat, yaitu ada anggota dari
masyarakat yang meninggal dunia.Oleh
sebab itu harta peninggalan yang
ditinggalkan oleh orang yang meninggal
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dunia tersebut harus diselesaikan menurut
peraturan yang seharusnya dilaksanakan.
Hal ini banyak melahirkan kesulitan
sebagai akibat dari wafatnya seorang
manusia. Justru itu dapat ditegaskan bahwa
soal apakah dan bagaimanakah berbagai
hak dan kewajiban tentang kekayaan
seseorang pada waktu ia meninggal dunia
akan beralih kepada orang lain yang masih
hidup.
Ada diantara ahli waris yang terfokos
pemikirannya untuk mendapatkan bagian
dari harta warisan saja, merekaberpendapat
bahwa semua harta yang ditinggalkan
pewaris lansung bisa dibagikan kepada ahli
warisnya, tanpa memperhitungkan kewajiban-
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
ahli waris, dan tanpa memikirkan
bagaimana jalan keluarnya jika harta
peninggalan si pewaris tidak mencukupi
untuk menutupi kewajiban-kewajiban yang
bersangkut paut dengan harta peninggalan
tersebut.
Untuk itu masalahnya dapat
dirumuskanbahwa : 1. Apa saja kewajiban
ahli waris terhadap harta peninggalan
sebelum harta warisan dibagi kepada para
ahli waris ?.  2.Langkah apa saja yang dapat
dilakukan jika harta peninggalan tidak
mencukupi untuk memenuhi kewajiban-
kewajiban yang bersangkut paut dengan
harta peninggalan tersebut ?.
B. Pembahasan.
Membahas masalah tentang kewajiban
ahli waris terhadap harta peninggalan, perlu
dijelaskan yang berkaitan dengan : 1. Ahli
waris. 2. Harta Peninggalan.
1. Ahli waris.
Ahli waris atau disebut juga warits
dalam istilah fiqh ialah orang yang berhak
atas harta warisan yang ditinggalkan oleh
orang yang meninggal dunia.Ahli waris itu
adalah orang yang mempunyai hubungan
kekerabatan atau hubungan perkawinan
dengan pewarisnya (orang yang meninggal
dunia). Ahli waris baru berhak menerima
warisan secara hukum, jika terpenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. Ahli waris itu jelas hidupnyapada waktu
meninggalnya pewaris.
b. Tidak ada hal-hal yang menghalangi
secara hukum untuk menerima warisan.
c. Tidak terhijab atau tertutup secara penuh
oleh ahli waris yang lebih dekat.1
Untuk lebih jelasnya bahwa ahli waris
tersebut ada dua macam. Pertama, ahli
waris nasabiyah yaitu ahli waris yang
hubungan  kewarisannya  didasarkan karena
hubungan darah atau kekerabatan. Kedua,
ahli waris sababiyah, yaitu ahli waris yang
hubungan kewarisannya karena suatu
sebab, yaitu sebab pernikahan dan
memerdekakan budak.Karena sebab
1 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan
Islam, Cet ke III (Jakarta : Kencana Prenada Media
Group, 2008), h. 211.
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memerdekakan budak ini di Indonesia tidak
ada.Dalam rumusan Kompilasi hukum
Islam, dijelaskan bahwa ahli waris adalah
orang yang pada saat meninggal dunia
mempunyai hubungan darah dan hubungan
perkawinan dengan pewaris, beragama
Islam dan tidak terhalang karena hukum
untuk menjadi ahli waris.2Jadi yang
dimaksud ahli waris adalah mereka yang
jelas mempunyai hak waris ketika
pewarisnya meninggal dunia, dan tidak ada
halangan untuk mewarisi (mawani’ al-
irts).Ahli waris tidak dapat mewarisi harta
warisan dari pewarisnya selama masih
terdapat salah satu dari penghalang-
penghalang mewarisi (mawaani’ al-irtsi),
yaitu karena :a. Berlainan agama. b.
Membunuh. c. Menjadi budak.
a. Berlainan agama.
Yang dimaksud berlainan agama
adalah berlainan agama antara pewaris
dengan ahli waris. Pewaris bergama Islam
dan ahli waris beragama non Islam. Agama
apa saja selain agama Islam adalah non
Islam. Mereka terhalang untuk saling
mewarisi. Dasar hukumnyaSabda
Rasulullah SAW :
2Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171, huruf
c.
 ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ ﱠِﱯﱠﻨﻟا ﱠنَأٍﺪَْﻳز ِﻦْﺑ َﺔَﻣﺎَﺳُأ ْﻦَﻋ
 َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ُﻢِﻠْﺴُﻤْﻟ َُِﺮﻳ َﻻ ُثِﺮَﻳ َﻻَو َﺮِﻓﺎَﻜْﻟا
 َﻢِﻠْﺴُﻤْﻟا ُﺮِﻓﺎَﻜْﻟا٣
Dari Usamah bin zaid, Nabi
Muhammad SAW bersabda:  Orang
Islam tidak dapat mewarisi harta
orang kafir dan orang kafirpun
tidak dapat mewarisi  harta Islam.
Apabila ada ahli waris yang berbeda agama
dengan pewarisnya, beberapa saat sesudah
meninggal pewarisnya lalu dia masuk
Islam, sedangkan harta warisannya belum
dibagi, maka ahli waris yang baru masuk
Islam itu tetap terhalang untuk
mendapatkan harta warisan, karena
timbulnya hak mewarisi tersebut adalah
sejak adanya kematian pewaris, bukan saat
kapan dimulai pembagian warisan. Hal ini
disebabkan saat kematian sipewaris, ia
masih dalam keadaan non Islam (kafir).
Mereka dalam keadaan berlainan agama.
b.  Membunuh.
Jumhur Fuqahak sepakat
menetapkan bahwa pembunuhan pada
prinsipnya menjadi penghalang untuk
mendapatkan harta warisan bagi
sipembunuh terhadap harta warisan orang
yang dibunuhnya.Seorang yang membunuh
pewarisnya, dia tidak berhak mewarisi harta
3Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, Juz
8, Hadis No. 3027, h. 334.
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warisannya, baik pembunuhan itu dilakukan
dengan sengaja ataupun tersalah.Hal ini
berdalil dengan sabda Rasulullah SAW :
 ِﱠ ا َلﻮُﺳَر ُﺖْﻌ َِﲰ ِّﱐَﺄُﻬ ْـﻨَﻋ ُﱠ ا َﻲِﺿَر ُﺮَﻤُﻋ َلَﺎﻗ
 ُلﻮُﻘَـﻳ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ ٍﻞِﺗﺎَﻘِﻟ َﺲَْﻴﻟ ٌءْﻲَﺷ
 َﻚُﺘْـﺛﱠرَﻮَﻟ٤
Umar r a berkata : Aku Mendengar
Rasulullah SAW bersabda : Tidak
ada warisan bagi orang yang
membunuh.
c.  Menjadi budak (Perbudakan).
Menjadi budak (hal ini tidak ada di
Negara Indonesia), Yaitu orang yang
menjadi budak tidak bisa waris mewarisi
dengan kaum kerabatnya atau
keluarganya.Dan keluarganyapun tidak bisa
menerima waris dari dia, karena budak itu
sendiri dan hartanya adalah milik tuannya.
Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT
QS An-Nahl (16) ayat 75 :
                
Allah membuat perumpamaan
dengan seorang hamba sahaya yang
dimiliki yang tidak dapat bertindak
terhadap sesuatupun….5
4 Maktabah Syamilah, Musnad Ahmad, Juz
I, Hadis No. 329, h. 333.
5Departemen Agama RI, Al-Qur‘an dan
Terjemah dan Tafsir,(Jakarta: Jabal, 2010), h. 275.
Ayat tersebut menjelaskan bahwa budak itu
tidak cakap mengurusi hak milik kebendaan
dengan jalan apa saja. Dalam soal waris
mewarisi terjadi disatu pihak melepaskan
hak milik kebendaan dan disuatu pihak lain
menerima hak milik kebendaan.
Ahli waris adalah salah satu rukun
dari mewarisi, untuk jelasnya  rukun
mewarisi yang harus dipenuhi adalah :
a.  Harta Warisan (ثورﻮﻣ ). b.Orang yang
Meninggalkan Harta Warisan atau Pewaris
(ثرﻮﻣ ). c.  Orang yang mewarisi atau Ahli
Waris ( ثراﻮﻟا ﻞھا).
Sesuai dengan judul yang dibahas
adalah kewajiban ahli waris terhadap harta
peninggalan, maka orang-orang yang
menjadi ahli waris yang berhak
mendapatkan harta warisan dari
pewarisnyasemuanya berjumlah 25
orang.Ahli waris tersebut jika
diklasifikasikan menurut jenis kelamin
dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu: a.
Ahli waris yang laki-laki.b. Ahli waris yang
perempuan.
a. Ahli waris yang laki-laki semuanya
berjumlah 15 orang yaitu:
1).Anak laki-laki. 2).Cucu laki-laki dari anak
laki-laki. 3).Ayah. 4).Kakek yaitu ayah dari
ayah, sekalipun yang teratas, seperti ayah dari
ayah dari ayah (kakeknya ayah).5).Saudara
laki-laki sekandung. 6). Saudara laki-laki
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sebapak. 7). Saudara laki-laki seibu. 8).Keponakan laki-laki (Anak laki-laki dari yang nomor 5), yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, sekalipun yang terjauh, seperti anak laki-laki dari anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. 9).Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari yang nomor 6), yaitu anak
laki-laki dari saudara laki-laki se ayah,
sekalipun yang terjauh, seperti anak laki-
laki dari anak laki-laki dari saudara laki-laki
se ayah. 10). Paman kandung yaitu saudara
laki-laki yang kandung oleh ayah, sekalipun
yang teratas, seperti paman dari ayah. 11).
Paman se ayah yaitu saudara laki-laki yang
seayah oleh ayah, sekalipun yang teratas.
Seperti paman seayah oleh ayah.12).Anak
laki-laki dari paman yang kandung
sekalipun yang terbawah. Seperti anak laki-
laki dari anak laki-laki dari paman yang
kandung.13). Anak laki-laki dari paman
seayah sekalipun yang terbawah. Seperti
anak laki-laki dari anak laki-laki dari paman
seayah.14).Suami. 15). Orang laki-laki yang
memerdekakannya.
Apabila ahli waris yang laki-laki ini ada
semuanya, maka hanya 3 ahli waris yang
mendapatkan harta warisan, yaitu  : 1).
Suami. 2). Ayah. 3). Anak laki-laki.
b. Ahli waris yang perempuan semuanya
berjumlah 10 orang, yaitu :
1). Anak perempuan. 2).Cucu perempuan
dari anak laki-laki, sekalipun yang terbawah
seperti anak perempuan dari anak laki-laki
dari anak laki-laki. 3). Ibu. 4).Nenek
perempuan yaitu ibu dari ibu sekalipun
yang teratas, yaitu ibu dari ibu dari ibu. 5).
Nenek perempuan yaitu ibu dari
ayah, sekalipun yang teratas, yaitu ibu dari
ayah dari ayah. 6). S udara perempu n
yang kandung. 7).Saudara perempuan yang
seayah. 8).Saudara perempuan yang seibu.
9).Isteri, sekalipun isteri itu dalam masa
iddah yang boleh dirujuki. 10). Orang
perempuan yang memerdekakannya.
Apabila ahli waris yang perempuan ini ada
semua, maka hanya 3 ahli waris yang
mendapatkan harta warisan, yaitu: 1). Isteri.
2). Ibu. 2). Anak perempuan.
Dapat difahami bahwa ahli waris
yang 25 orang adalah bersifat umum dari
orang-orang yang berhak menjadi ahli
waris. Jika semua mereka ada, bukanlah
semuanya mewarisi, tetapi sebagian
terhalang (terhijab) oleh yang lain,
sebagaimana diterangkan dalam
pembahasan hijab. Ada 6 orang yang tetap
berhak mewarisi, yaitu : 1). suami. 2).
Isteri. 3). Ayah. 4). Ibu. 5). Anak-laki-laki.
6). Anak perempuan. Mereka tidak pernah
terhijab oleh siapapun, karena hubungan
mereka lansung kepada simayat. 6
2. Harta Peninggalan.
Harta peninggalan dalam kitab fiqh
biasa disebut tirkah, yaitu semua yang
ditinggalkan oleh orang yang meninggal
dunia (pewaris) berupa harta secara
mutlak.Tetapi Jumhur Fuqaha’ berpendapat
bahwa tirkah ialah segala yang menjadi
milik seseorang, baik harta benda maupun
6 Mawardi Muhammad, Ilmu Faraidh (Fiqh
Mawaris), ( Padang : Sri Dharma, 1982), h.11.
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hak-hak kebendaan yang ditinggalkan oleh
orang yangmeninggal dunia.Seperti hak
menarik piutang, royalty dari buku yang
diterbitkan oleh penerbit, hak sewa
kontrakan dan lain-lainnya.7Dengan
demikian harta peninggalan itu
pengertiannya berbeda dengan harta
warisan yang dalam istilah fiqhnya disebut
dengan mauruuts, karena harta peninggalan
adalah semua harta benda dan hak-hak
kebendaanyang ditinggalkan oleh si pewaris
(simayat) yang menjadi miliknya sewaktu
dia meninggal dunia. Sedangkan harta
warisan adalah harta peninggalan setelah
dikurangi kewajiban-kewajiban yang
berhubungan dengan harta peninggalan
tersebut, yaitu biaya penyelenggaraan
jenazahnya, biaya pembayar hutang-
hutangnya, dan biaya pembayar wasiatnya.
Di Indonesia struktur
masyarakatnya berbeda dengan masyarakat
Arabdimana kitab-kitab fiqh
disusun,berdasarkan ijtihad ulama pada
waktu menyusunnya dengan memahami
kandungan syari’at, tentu saja
memungkinkan adanya perbedaan dalam
menentukan harta peninggalan (tirkah)
tersebut.
Didalam beberapa literatur yang
berkaitan dengan masalah kewarisan, tidak
pernah disinggung tentang harta mana saja
7 Moh.Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum
Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif
di Indonesia, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 57.
yang termasuk harta suami dan mana saja
harta isteri yang akan di bagi oleh ahli
warisnya jika dia meninggal dunia. Semua
harta adalah milik suami dengan alasan
yang bertanggung jawab dalam rumah
tangga adalah suami, dengan dalil QS An-
Nisaa’(4) ayat 34 :
               
          …
Kaum laki-laki (suami) itu
pelindung bagi kaum perempuan
(istri), karena Allah telah
melebihkan sebahagian mereka
(laki-laki) atas sebahagian yang
lain( perempuan), dan karena
mereka (laki-laki) telah memberi
nafkah dari hartanya…. 8
Jika dilihat suasana masyarakat Indonesia
yang berbeda dengan masyarakat Arab
dimana kitab fiqh ditulis, maka kepemilikan
terhadap harta juga berbeda.Karena
Undang-Undang No.I Tahun 1974 tentang
Perkawinan mengatur harta kekayaan dalam
perkawinan pada Bab VII dalam judul harta
benda dalam perkawinan, bahwa harta
benda yang diperoleh selama perkawinan
menjadi harta bersama.Dan bahwa harta
bawaan dari masing-masing suami dan istri
dan harta benda yang diperoleh masing-
masingsebagai hadiah atau warisan, adalah
8 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 84.
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dibawah penguasaan masing-masing,
sepanjang para pihak tidak menentukan
lain.9Oleh sebab ituada beberapa Ulama
Indonesia yang menentukan bahwa harta
yang diperoleh dari hasil pencarian selama
perkawinan merupakan milik bersama yang
masing-masing mempunyai bagian. Dalam
hal iniKompilasi Hukum Islam
mempertegas bahwa adanya harta bersama
dalam perkawinan itu tidak menutup
kemungkinan adanya harta milik masing-
masing suami atau istri.10Mengenai ini
diperjelas lagi dalam pasal berikutnya
bahwa pada dasarnya tidak ada
percampuran antara harta suami dan harta
istri karena perkawinan.Harta istri tetap
menjadi hak istri dan dikuasai penuh
olehnya, demikian juga harta suami tetap
menjadi hak suami dan dikuasai penuh
olehnya.11 Kemudian dipertegas lagi bahwa
harta bawaan dari masing-masing suami
dan istri dan harta yang diperoleh masing-
masing sebagai hadiah atau warisan adalah
dibawah penguasaan masing-masing,
sepanjang para pihak tidak menentukan lain
dalam perjanjian perkawinan. Suami dan
istri mempunyai hak sepenuhnya untuk
melakukan perbuatan hukum atas harta
9 Undang-Undang No I Tahun 1974,
Tentang Perkawinan, Pasal 35, ayat 1 dan 2.
10Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85.
11 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 86, (1) dan
(2).
masing-masing berupa hibah, hadiah
sadaqah atau lainnya.12
Pada umumnya di Indonesia, rumah
tangga (keluarga) memiliki 4 macam harta,
yaitu :
a. Harta yang diperoleh sebelum
perkawinan sebagai hasil usahamasing-
masing.DiSumatra disebut harta
pembujangan, di Bali disebut harta guna
kaya. Menurut UU No.1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, pasal 35 ayat 2,
harta ini ditetapkan dalam penguasaan
dan pengawasan masing-masing pihak.
b. Harta yang dibawa saat mereka menikah,
diberikan kepada kedua mempelai,
mungkin berupa modal usaha atau
perabot rumah tangga atau rumah tempat
tinggal suami isteri. Di Minangkabau
disebut harta asal.
c. Harta yang diperoleh selama perkawinan
berlansung, tetapi karena hibah, atau
warisan dari orang tua mereka atau
keluarga.Di jawa Tengah, Jawa Timur
dan Yokyakarta disebut harta gawan. Di
Jakarta disebut barang usaha, di Banten
disebut barang suhu, di Jawa Barat
disebut barang benda atau barang asal, di
Aceh disebut Haraenta Tuha, di Dayak
Ngayu disebut pinipit, dan di
Minangkabau disebut pusaka tinggi.
12Kompilasi Hukum Islam, Pasal 87, (1) dan
(2).
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d. Harta yang diperoleh selama perkawinan
atas usaha bersama atau usaha salah
seorang suami isteri disebut harta
pencarian.Harta ini di Aceh
disebutharcuta sihaukat, di Bali disebut
Druwe Gabro, di Jawa disebut gono
gini, di Kalimantan disebut barang
perpantangan.
Menurut hukum adat di Indonesia,
jika salah seorang meninggal dunia, atau
terjadi perceraian maka harta no. a dan c
(Harta bawaan dan harta yang didapat
karena hibah atauwarisan) kembali kepada
masing-masing pihak.Baik harta tersebut
diperolehnya sebelum maupun sesudah
perkawinan. Harta tersebut adalah
merupakan harta kekayaan masing-masing
secara terpisah dari harta yang lain. Adapun
harta yang no.b (harta yang merupakan
hadiah perkawinan) adalah mungkin
menjadi milik bersama suami isteri, atau
mungkin milik suami saja, atau mungkin
milik isteri saja, tergantung kepada siapa
harta itu diberikan.Sedangkan harta no.d
(harta bersama) yaitu harta yang diperoleh
selama perkawinan atas usaha bersama atau
usaha salah seorang dari suami isteri yang
disebut harta pencarian yang terkenal
dengan sebutan harta gono gini, harta ini
dalam pembagiannya ditentukan dulu
berapa bagian suami dan berapa bagian
isteri, tergantung menurut adat masing-
masing. Di Jawa dibagi antara suami dan
isteri dengan perbandingan 2 : 1 (sepikul
segendong) sepikul untuk suami dan
segendong untuk isteri, dan ada juga yang
membagi harta gono gini ini sama banyak
antara suami dan isteri, dibagi dua.13
Menurut perkembangan terbaru di
Pengadilan Agama, jika terjadi perceraian
harta bersama gono gini sekarang tidak
dibagi dua sama banyak antara suami dan
isteri, tetapi adalah tergantung kepada
kontribusi masing-masing suami isteri
terhadap harta tersebut. oleh sebab itu bagi
para ahli Fiqh Mawaris harus
memperhatikan status harta yang dimiliki,
mengingat ada 4 macam harta bagi
masyarakat Indonesia. Misalnya jika
seorang isteri meninggal dunia, harta yang
mau dibagi adalah harta warisan isteri,
sedangkan harta milik suami yang secara
terpisah tidak dibagi, seperti harta no. a, no.
b, dan no. c.  Jika diperhatikan realita yang
berkembang di masyarakat, seringkali
dijumpai bahwa isteri yang menerima
belanja setiap hari dari suaminya, dengan
kepintarannya mengatur keuangan sehingga
duit belanja ada sisa, lalu uang tersebut
ditabung dan dapat dibelikan emas atau
motor dan lain-lainnya. Dari sini timbul
persoalan apakah harta tersebut milik isteri
atau milik bersama suami isteri ?. Dalam
hal ini Ahli fiqh mawaris seharusnya
sebelum membagi harta warisan harus
13Moh.Muhibbin, Abdul Wahid, Op.Cit, h.
59.
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mendudukkan dulu masalah harta tersebut.
Mengenai hal ini peneliti berpendapat,
bahwa harta tersebut adalah gono gini milik
bersama suami isteri, karena uang belanja
yang dikasih suami tidak harus habis
dibelanjakan.Justru itu di Indonesia untuk
menentukan harta milik pewaris kadang
kala menjadi kesulitan, karena adanya
empat macam kepemilikan harta tersebut.
Dengan demikian ahli waris
berkewajiban mempelajari dan mengetahui
asal dari ke empat macam harta tersebut,
agar bisa memisahkan antara harta milik
sipewaris dengan harta yang bukan
miliknya yaitu harta milik pasangannya.
Karena pada masyarakat Indonesia, dalam
rumah tangga terjadi percampuran harta,
baik harta itu berasal dari pencaharian
bersama (gono gini), atau harta itu bukan
berasal dari gono gini, seperti harta bawaan,
atau harta yang didapat pada masa
perkawinan yang merupakan hadiah untuk
masing-masing suami atau istri,dan harta
yang merupakan hibah atau warisan
masing-masing. Setelah harta tersebut jelas
pimiliknya, maka yang dijadikan harta
peninggalan, adalah harta milik sipewaris
saja, sedangkan harta yang bukan milik si
pewaris, bukan merupakan harta
peninnggalan.
Untuk menjadikan harta
peninggalan itu menjadi hak penuh yang
dapat dijadikan harta warisan, Ahli waris
berkewajiban mengeluarkan kewajiban-
kewajiban yang harus dikeluarkan dari
harta peninggalan tersebut, sebelum harta
tersebut dibagikan kepada para ahli
waris.Ada beberapa kewajiban yang harus
dilakukan terlebih dahulu, sehingga harta
yang ditinggalkan oleh pewaris secara
hukum baru berhak beralih kepada ahli
warisnya. Hal ini karena supaya semua ahli
waris tidak memakan hak orang lain secara
tidak sah. Allah SWT menjelaskan dalam
firman-Nya Q S An-Nisaa’ (4), ayat 29 :
               
…    
Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang
batil …14
Dengan demikian semakin jelas
perbedaan harta peninggalan dengan harta
warisan.Dalam ketentuan umum Kompilasi
Hukum Islam (KHI) dijelaskan, bahwa
harta peninggalan adalah seluruh harta yang
ditinggalkan oleh  pewaris, baik yang
berupa harta benda yang menjadi miliknya
maupun hak-haknya.15Harta peninggalan
adalah seluruh yang berbentuk harta,
maupun hak-hak yang ditinggalkan oleh
orang yang meninggal dunia sebelum
14 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 83.
15Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf
d.
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dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus
dibayar dengan harta peninggalan tersebut,
yaitu  biaya penyelenggaraan jenazah, biaya
pembayar hutang-hutangnya, dan biaya
untuk melaksanakan wasiatnya.
Sedangkan harta warisan adalah
harta bawaan ditambah bagian dari harta
bersama setelah digunakan untuk keperluan
pewaris selama sakit sampai meninggalnya,
biaya pengurusan jenazah (tajhiz),
pembayar hutang dan pemberian untuk
kerabat. 16 Dengan demikian harta warisan
adalah harta peninggalan oleh orang yang
meninggal dunia setelah dikurangi
kewajiban-kewajiban yang harus dibayar
dengan harta peninggalan tersebut. yaitu
biaya penyelenggaraan jenazah (tajhiz),
biaya pembayar hutang-hutangnya (al-
dain), dan biaya untuk melaksanakan
wasiatnya (washiyah). Sisa harta
peninggalan tersebut baru menjadi harta
warisan.
3. Kewajiban-Kewajiban Yang Harus
dikeluarkan dari Harta Peninggalan.
Secara nyata Allah SWT
menyebutkan tindakan tersebut dalam surat
An-Nisaa’ (4), ayat 11 dan 12. Dalam
kedua ayat tersebut  Allah SWT
menyatakan bahwa harta warisan menurut
bagian yang ditentukan dilakukan “sesudah
diberikan wasiat yang diwasiatkan dan
sesudah dibayar hutang yang dibuat pewaris
16Ibid. Pasal 171, huruf e.
“. Ketentuan ini dalam ayat 11 disebut satu
kali dan dalam ayat 12 disebutkan sebanyak
tiga kali.
...          ...
...(Pembagian-pembagian tersebut
di atas) setelah (dipenuhi) wasiat
yang dibuatnya atau (dan sesudah
dibayar) hutangnya...17
Berdasarkan ayat tersebut, jelas
adanya keharusan untuk membebaskan hak-
hak orang lain yang tersangkut dalam harta
peninggalan itu. Seandainya harta yang
ditinggalkan itu banyak, sehingga sesudah
dikeluarkan segala macam kewajiban yang
terdapat didalamnya, masih banyak harta
yang ditinggalkan, tidak ada persoalan
kewajiban mana yang harus dipenuhi
terlebih dahulu. Tetapi bila harta yang
ditinggalkan sedikit dan tidak cukup untuk
menyelesaikan semua kewajiban, perlu
difikirkan kewajiban mana yang lebih
dahulu dipenuhi. Oleh sebab itu perlu
dijelaskan disini urutan-urutan kewajiban
yang harus dilakukan oleh ahli waris
terlebih dahulu terhadap harta peninggalan.
Al-Quranhanya menjelaskan dua
kewajiban yang disebutkan secara berurutan
sebagai prasyarat pembagian warisan untuk
ahli waris, yaitu wasiat dan hutang.
Sekalipun dalam Al-Qur an Allah
menyebutkan wasiat lebih dahulu dari
17Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 78.
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hutang, namun tidak berarti dalam
pelaksanaannya, wasiat harus mendahului
pembayaran hutang. Yang dikehendaki
Allah dalam ayat ini ialah wasiat dan
hutang harus lebih dahulu diselesaikan
sebelum pembagian warisan. 18
Ulama Zhahiri memahami menurut
lahir apa yang tersurat dalam ayat, yaitu
wasiat didulukan dari membayar hutang.19
Dalam penafsiran lain, semua  Jumhur
Ulama menyatakan bahwa pembayaran
hutang harus lebih dahulu dari pada
mengeluarkan wasiat. Alasan hukum yang
digunakan adalah karena hutang merupakan
suatu kewajiban, sedangkan wasiat itu
hanyalah perbuatan baik yang
dianjurkan.Bila bertemu kewajiban dengan
anjuran, kewajiban harus
didahulukan.20Dalam penafsiran ayat
tersebut para Ulama menanggapinya
berbeda-beda.  Dalam hal ini peneliti lebih
condong kepada pendapat Jumhur Ulama,
karena hal ini juga sesuai dengan kaidah
fiqhiyah:
 ةدﺎﻌﻟا ﺔﻟﻻﺪﺑ كﺮﺘﺗ ﺔﻘﯿﻘﺤﻟا٢١
Arti hakiki ditinggalkan dengan
adanya petunjuk arti menurut adat.
18 Muhammad  ‘Ali as-Sayis, Tafsir Ayat al-
Ahkam, (Mesir : Muhammad  ‘Ali  Shabiah, 1953), h.
47.
19 Ibnu Hazmin, al-Muhalla,  (Mesir :
Matba’ah al- Jumhuriyah al- Arabiyah, 1970), h.
253.
20 Amir Syarifuddin, Op.Cit, h. 278.
21Asymuni A.Rahman, Qa’idah-Qa’idah
Fiqih, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 70.
Menurut hakikat dari tekstual ayat memang
wasiat harus lebih dahulu dibayar, sebelum
membayar hutang pewaris, tetapi menurut
kebiasaan dalam masyarakat, kalau harta
tidak mencukupi orang yang memberi
hutang menjadi marah jika hutang
kepadanya tidak dibayar oleh ahli waris.
Kemarahan orang yang memberi hutang
adalah lebih besar kemafsadatannya
dibanding dengan kemarahan orang yang
akan menerima wasiat yang akan
mendapatkan harta dengan Cuma-Cuma.
Hal ini juga senada dengan kaidah fiqhiyah
:
 ﺎﻤﮭﻤﻈﻋا ﻲﻋور نﺎﺗ ﺪﺴﻔﻣ ضرﺎﻌﺗ اذا
ﺑ ارﺮﺿﺎﺎﻤﮭﻔﺧا بﺎﻜﺗر٢٢
Apabila dua mafsadat bertentangan,
maka perhatikan mana yang lebih
besar mudharatnya, dengan
mengerjakan yang lebih ringan
mudharatnya.
Jika seorang meninggal dunia
sebelum harta peninggalannya
dibagikepada ahli warisnya, terlebih dahulu
ahli waris berkewajiban membayar  semua
kewajiban yang bersangkut paut dengan
harta peninggalan itu.
a. Membayar Biaya Penyelenggaraan
Jenazah.
b.  Membayar Hutang-Hutang Pewaris.
22 A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-
Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah yang Praktis.Cet ke IV(Jakarta :
Kencana Prenada Media Group, 2011 ), h.  74.
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c. Membayar Wasiat Pewaris.
a. Membayar Biaya Penyelenggaraan
Jenazah.
Walaupun didalam Al-Qur aan tidak
dijelaskan sama sekali tentang biaya
penyelenggaraan jenazah,namun hasil
ijtihad dari Ulama Jumhurmenetapkan
bahwa biaya pengurusan jenazah
merupakan tindakan pertama yang harus
dilakukan.23Biaya penyelenggaraan jenazah
dalam istilah fiqh mawaris dikenal dengan
nama tajhiizul mayit ( ﺖﯿﻤﻟا ﺰﯿﮭﺠﺗ) adalah
segala yang diperlukan oleh seseorang yang
meninggal dunia mulai dari wafatnya
sampai kepada penguburannya. Diantara
kebutuhan tersebut antara lain biaya
memandikan, mengkafankan,
menguburkan, dan segala yang diperlukan
sampai diletakkan ketempat yang
terakhir.24Semua biaya penyelenggaraaan
jenazah tersebut jika tidak ada yang
menanggungnya harus diambilkan dari
hartanya sendiri. Hal ini berdasarkan hadis
Rasul SAW :
 َﻋ ِِّﱯﱠﻨﻟا ْﻦَﻋﺎَﻤُﻬ ْـﻨَﻋ ُﱠ ا َﻲِﺿَر ٍسﺎﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑا ْﻦ
 ِِﻩﲑَِﻌﺑ ْﻦِﻣ ٌﻞَُﺟر ﱠﺮَﺧ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ
23 Ibnu Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar (
Mesir : Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1966), h. 780.
24 Al-Sayid Saabiq, Fiqh Al-Sunnah, Juz
III, ( Beirut : Dar Al-Fikri, 1983), h. 452.
 َﺺِﻗُﻮَـﻓ ٍرْﺪِﺳَو ٍءَﺎِﲟ ُﻩﻮُﻠِﺴْﻏا َلﺎَﻘَـﻓ َتﺎَﻤَﻓ
 ِﰲ ُﻩﻮُﻨِّﻔََﻛو ِﻪْﻴَـﺑْﻮَـﺛ٢٥
Dari Ibnu Abbas r a, Dari Nabi
SAW: Seseorang terjatuh dari
untanya, lalu meninggal dunia,
Nabi bersabda: Mandikanlah
dengan air dan harum dan
kafanilah dengan dua helai kainnya.
Biaya penyelenggaraan jenazah
harus menurut cara yang dipandang ma’ruf
oleh agama Islam, yaitu tanpa berlebih-
lebihan dan tanpa terlalu menyedikitkan,
harus menurut ukuran yang wajar. Karena
jika berlebihan akan mengurangi hak ahli
waris dan jika sangat kurang akan
mengurangi hak si mayit.Kewajaran dalam
membelanjakan harta benda dianjurkan oleh
Allah SWT dalam firmanNya QS Al-
Furqaan (25) ayat 67 :
               
  
Dan orang-orang yang apabila
membelanjakan (harta), mereka
tidak berlebihan, dan tidak (pula)
kikir, dan adalah (pembelanjaan
25Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, Juz
6, Hadis No. 2092, h. 195.
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itu) di tengah-tengah antara yang
demikian.26
Walaupun biaya ini untuk
kepentingan jenazah sendiri dan diambilkan
dari hasil usahanya sendiri ketika ia masih
hidup, namun demikian tidak boleh
berlebih-lebihan, harus menurut batas yang
wajar.
Mengenai biaya pengobatan selama
sakit yang membawa kematiannya, ialah
kalau pengobatan dan perawatan itu telah
dibayar semasa ia masih hidup, dengan
sendirinya telah mengurangi harta yang
akan diwariskan. Bila biaya itu dikeluarkan
selagi ia hidup, namun belum dibayar,
dengan sendirinya termasuk dalam jumlah
hutang yang harus dibayar.
Pemberian makan dan minum
terhadap orang-orang ta’ziah, mengadakan
selamatan tiga hari, tujuh hari, empat puluh
hari, dan sebagainya bukan merupakan
sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan
dalam tuntunan agama, tetapi hal ini lebih
didasarkan kepada tradisi. Biayanya harus
meminta persetujuan semua ahli
warisnya.Apalagi kalau pewaris
meninggalkan anak-anak yang masih kecil
(anak yatim). Kalau biaya tersebut
dibebankan kepada harta warisan, berakibat
mengurangi hak-hak anak yatim dalam
memperoleh harta warisan. Memakan harta
anak yatim dengan jalan yang tidak
26 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 568.
dibenarkan oleh agama, diancam oleh Allah
SWT dengan ancaman api neraka terhadap
dirinya.
b. Membayar Hutang-Hutang Pewaris.
Hutang dari seseorang yang telah
meninggal tidak menjadi beban ahli
warisnya, karena hutang dalam pandangan
Islam tidak diwarisi. Hutang tetap menjadi
tanggung jawab yang meninggal yang
dibebankan kepada harta yang
ditinggalkannya. Kewajiban ahli waris
adalah hanya sekedar menolong
membayarkan hutang tersebut dari harta
peninggalannya.Mengenai hal ini dapat
difahami firman Allah SWT dalam Q S
Fatir (35), ayat 18 :
                    
             ...
Dan orang yang berdosa tidak akan
memikul dosa orang lain dan jika
seseorang yang dibebani berat
dosanya memanggil (orang lain)
untuk memikul bebannya itu, tidak
akan dipikulkan sedikitpun
meskipun (yang dipanggilnya itu)
kaum kerabatnya...27
Maksudnya adalah masing-masing
orang memikul dosanya sendiri-sendiri,
dengan arti kata masing-masing orang
memikul hutangnya. Karena hutang pewaris
27Ibid, h. 436.
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itu harus dibebankan kepada harta yang
ditinggalkannya, untuk tidak membebani
ahli waris dengan hutangnya itu, maka
tindakan pembayaran hutang harus
dilaksanakan sebelum pembagian harta
warisan. Sebagaimana Allah SWT   jelas
mengisyaratkan bahwa pembayaran hutang
itu dihubungkan kepada harta yang
ditinggalkannya dalam Q S Anisaa (4), ayat
11 dan 12 sebagai tertera diatas.
Hutang adalah merupakan suatu
tanggungan yang wajib dilunasi sebagai
imbalan dari prestasi yang pernah diterima
oleh seseorang. Jika si pewaris
meninggalkan hutang yang belum dibayar
ketika ia masih hidup, baik yang berkaitan
dengan sesama manusia, maupun hutang
kepada Allah SWT. Hutang tersebut harus
dilunasi dari harta peninggalan pewaris
setelah dikeluarkan biaya penyelenggaraan
jenazahnya. Melunasi hutang adalah
termasuk kewajiban yang utama demi untuk
membebaskan pertanggungan jawabnya
dengan orang yang memberinya hutang di
akhirat nanti. Rasul SAW menjelaskan
bahwa :
 َةَﺮ ْـﻳَﺮُﻫ ِﰊَأ ْﻦَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ ِِّﱯﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ
 َمَدآ ِﻦْﺑا ُﺲْﻔَـﻧ ُلاَﺰَـﺗ َﻻ َلَﺎﻗ ِﻪِﻨْﻳَﺪِﺑ ًﺔَﻘﱠﻠَﻌُﻣ ﱠﱴَﺣ
 ُﻪْﻨَﻋ ﻰَﻀْﻘُـﻳ٢٨.
Dari Abu Hurairah, Nabi SAW
bersabda: Senantiasa diri anak
Adam tersangkut disebabkan
utangnya, sehingga utang itu
dibayar.
Hutang-hutang manusia dapat
diklasipikasikan menjadi dua macam, yaitu
:
1. Hutang kepada Allah  ﷲ ﻦﯾد( ). Seperti
mengeluarkan zakat, pergi haji dan
pembayaran kafarah, dan sebagainya.
Hal ini disebut dengan hutang secara
majazi bukan secara haqiqy, karena
kewajiban untuk menunaikan hal
tersebut bukan sebagai imbalan dari
suatu prestasi yang pernah diterimanya,
tetapi sebagai pemenuhan kewajiban
yang dituntut sewaktu dia masih hidup.
2. Hutang kepada manusia  )دﺎﺒﻌﻟا ﻦﯾد(
adalah merupakan suatu tanggungan
yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari
prestasi yang pernah dia terima sewaktu
masih hidup.
Para fuqaha’ (ahli hukum Islam)
berbeda bendapat tentang yang harus
didahulukan pelunasannya, jika seseorang
28 Maktabah Syamilah, Musnad Ahmad, Juz
21, Hadis No. 10194, h. 238.
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meninggal dunia yang mempunyai kedua
macam hutang tersebut, sedangkan harta
peninggalannya tidak mencukupi untuk
membayar penuh tiap-tiap macam hutang
itu.  Mengenai ini ada beberapa pendapat :
a. Ibnu Hazm berpendapat bahwa
dainullah harus didahulukan dari pada
dainul ‘ibad. Hal ini berdasarkan Sabda
Rasul:
 ْﺖََﺗأ ًةَأَﺮْﻣا ﱠنَأﺎَﻤُﻬ ْـﻨَﻋ ُﱠ ا َﻲِﺿَر ٍسﺎﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑا ْﻦَﻋ
ﻰﱠﻠَﺻ ِﱠ ا َلﻮُﺳَر ﱠنِإ ْﺖَﻟﺎَﻘَـﻓ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﱠ ا
  ْﻮَﻟ ِﺖَْﻳَأرَأ َلﺎَﻘَـﻓ ٍﺮْﻬَﺷ ُمْﻮَﺻ ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋَو ْﺖَﺗﺎَﻣ ﻲُِّﻣأ
 ْﻢَﻌَـﻧ ْﺖَﻟَﺎﻗ ُﻪَﻨﻴِﻀْﻘَـﺗ ِﺖْﻨُﻛَأ ٌﻦْﻳَد ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ َنﺎَﻛ
 َلَﺎﻗ ﱡﻖَﺣَأ ِﱠ ا ُﻦْﻳَﺪَﻓ ِءﺎَﻀَﻘْﻟ ِ.٢٩
Dari Ibnu Abbas r a, Seorang
perempuan datang kepada Rasul
SAW dan bertanya : Sesungguhnya
ibuku meninggal dunia, dia
mempunyai hutang puasa satu
bulan. Rasul menjawab :
Bagaimana pendapatmu jika ibumu
punya hutang ?, apakah kamu
bayarkan hutangnya?. Perempuan
tersebut menjawab : iya. Rasul
berkata lagi : Hutang kepada Allah
lebih berhak dibayarkan.
29Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, Juz
6, Hadis No. 1936, h. 6.
Berdasarkan hadis ini Ibnu Hazm
berpendapat bahwa hutang kepada Allah
adalah lebih didahulukan membayarnya
dari pada hutang kepada manusia jika harta
peninggalan si mayat tidak mencukupi.
b. Hanafiyah berpendapat bahwa hutang
kepada manusia harus didahulukan
membayarnya dari pada hutang kepada
Allah. Mereka berdalil :
1). Sebab hutang kepada Allah itu gugur
akibat kematian seseorang dengan
alasan bahwa peristiwa kematian itu
menghilangkan kemampuan bertindak
dan menghilangkan tuntutan
pembebanan. Oleh karena itu ahli waris
tidak wajib untuk melunasinya, kecuali
kalau mereka bermaksud baik atau
kalau si mati mewasiatkan  kepada ahli
waris agar membayarnya. Maka wasiat
dia itu berfungsi sebagai wasiat yang
tidak boleh lebih dari 1/3 harta
peninggalan setelah dikurangi biaya
penyelenggaraan jenazah dan
pelunasan hutangnya kepada manusia.
2). Karena Allah itu kaya sedangkan
manusia fakir, oleh sebab itu manusia
memerlukan untuk dibayar piutangnya,
sedangkan Allah tidak perlu pelunasan.
c. Hanabilah berpendapat bahwa
memandang sama antara hutang kepada
Allah dengan hutang kepada manusia.
Mereka berdalil dengan QS An-Nisaa’
(4) ayat 11 :
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…          …
…(Pembagian-pembagian tersebut
di atas) sesudah dipenuhi wasiat
yang ia buat atau (dan) sesudah
dibayar hutangnya…
Karena kata “dain” dalam ayat tersebut
mencakup pengertian hutang kepada
manusia dan hutang kepada Allah. Maka
jika harta peninggalan tidak mencukupi
untuk membayar seluruh hutang-hutangnya,
hendaklahcara pembayarannya dibagi
menurut perbandingan kedua macam
hutang tersebut. Bila hutang itu cukup
besar sehingga menghabiskan semua harta
peninggalan, maka semua harta
peninggalannya dikeluarkan untuk
melunasinya. Jika tidak cukup untuk
melunasinya, maka harta peninggalan
tersebut dibayarkan kepada pemberi hutang
sesuai dengan perimbangan kadar
piutangnya, tanpa memberatkan kekurangan
itu kepada ahli warisnya.
Hutang seseorang tidak akan
diberatkan kepada ahli warisnya, tetapi juga
tidak bebas begitu saja, karena hal tersebut
akan merugikan pihak pemberi hutang.
Dalam keadaan yang demikian, maka
tindakan yang paling bijaksana untuk tidak
memberati orang yang mati dan tidak
merugikan orang yang memberi hutang
adalah dengan cara adanya kerelaan dari
pihak ahli waris untuk melunasi hutang
pewaris, atau adanya kerelaan dari pihak
pemberi hutang untuk merelakan
kekurangan pembayaran hutang tersebut.30
c.  Melaksanakan atau Membayar
Wasiat Pewaris.
Wasiat adalah memberikan hak
memiliki sesuatu secara sukarela yang
pelaksanaannya ditangguhkan setelah
adanya peristiwa kematian atau pesan
seseorang untuk memberikan sesuatu
kepada orang lain, diberikan setelah dia
meninggal dunia.31 Dalilnya antara lain
firman Allah SWT QS Al-Maa idah (5) ayat
106 :
                  
                   
                  
  ...
Hai orang-orang yang beriman,
apabila salah seorang kamu
menghadapi kematian, sedang dia
akan berwasiat, Maka hendaklah
(wasiat itu) disaksikan oleh dua
orang yang adil di antara kamu,
atau dua orang yang berlainan
agama dengan kamu, jika kamu
30 Amir Syarifuddin, Op.cit, h. 283.
31 Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid,
Op.Cit, h. 55.
86
dalam perjalanan dimuka bumi lalu
kamu ditimpa bahaya kematian....
Diperintahkan mengambil dua orang saksi
dalam memberikan wasiat, hal ini
menunjukkan pentingnya masalah wasiat.
Dalam hal ini juga dijelaskan kalau saksi-
saksi tersebut tidak ada yang bergama Islam
dibolehkan mengambil saksi orang lain
yang tidak seagama.
Besarnya jumlah wasiat yang akan
dilaksanakan adalah tidak boleh lebih dari
1/3 harta peninggalan setelah dikurangi
biaya pengurusan jenazah dan setelah
dibayar seluruh hutang-hutang si mati. Hal
ini ditegaskan Rasul SAW dalam sabdanya
:
 ِﱠ ا ُلﻮُﺳَر َ َءَﺎَﳉَﺎﻗ ِﻪِﻴَﺑأ ْﻦَﻋ ٍﺪْﻌَﺳ ِﻦْﺑ ِﺮِﻣﺎَﻋ ْﻦَﻋ
 ﱠﺪَﺘْﺷا ٍﻊَﺟَو ْﻦِﻣ ِﱐُدﻮُﻌَـﻳ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ
 ىَﺮَـﺗ ﺎَﻣ ِﰊ َﻎَﻠَـﺑ ُﺖْﻠُﻘَـﻓ ِعاَدَﻮْﻟا ِﺔﱠﺠَﺣ َﻦََﻣز ِﰊ
 ُذ َ َأَو ُقﱠﺪَﺼََﺗَﺄﻓَأ ِﱄ ٌﺔَﻨ ْـﺑا ﱠﻻِإ ِﲏُِﺛﺮَﻳ َﻻَو ٍلﺎَﻣ و
 ُﺖْﻠُـﻗ َﻻ َلَﺎﻗ ِﺮْﻄﱠﺸﻟ ِ  ُﺖْﻠُـﻗ َﻻ َلَﺎﻗ ِﱄﺎَﻣ ْﻲَُﺜﻠُـِﺜﺑ
 َلَﺎﻗ ُﺚُﻠـﱡﺜﻟا ٌﲑِﺜَﻛ ُﺚُﻠـﱡﺜﻟا َءﺎَﻴِﻨْﻏَأ َﻚَﺘَـَﺛرَو ََعﺪَﺗ ْنَأ
سﺎﱠﻨﻟا َنﻮُﻔﱠﻔَﻜَﺘَـﻳ ًﺔَﻟﺎَﻋ ْﻢَُﻫرَﺬَﺗ ْنَأ ْﻦِﻣ ٌﺮ ْـﻴَﺧ٣٢...
32Maktabah Syamilah, Shahih Bukhary, Juz
17, Hadis No. 5236, h. 415.
Dari ‘Amir bin Said dari bapaknya,
dia berkata : Rasullah SAW datang
kepadaku buat menjengukku pada
tahun haji wada’disebabkan aku
dapat sakit keras, kemudian aku
berkata : Ya Rasulullah,
sesungguhnya penyakit yang engkau
lihat ini telah bersangatan rasanya
olehku, sedang aku mempunyai
harta, dan tidak ada mewarisiku
selain dari pada seorang anak
perempuan. Apakah boleh aku
sedekahkan (washiatkan) dua
pertiga dari hartaku ?, Sabdanya :
Tidak,  Aku berkata : Seperduanya
ya rasulullah ?, Sabdanya : Tidak.
Aku berkata : Sepertiganya ?,
Sabdanya : Sepertiga itu sudah
banyak. Sesungguhnya engkau
tinggalkan waris-waris engkau
kaya, lebih baik dari engkau
tinggalkan mereka itu miskin,
meminta-minta kepada manusia.…
Manusia selalu bercita-cita supaya
amal perbuatannya didunia diakhiri dengan
amal-amal kebajikan untuk menambah amal
taqarrub (mendekatkan diri) nya kepada
Allah SWT, atau untuk menambah
kekurangan amal perbuatannya sewaktu dia
masih hidup. Wasiat itu disyari’atkan untuk
memenuhi kebutuhan orang lain, karena
didalam wasiat terdapat unsur pemindahan
hak milik dari seseorang kepada orang lain
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sebagaimana dalam waris mewarisi. Hanya
saja pemindahan hak milik tersebut tidak
boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan
setelah dikurangi kewajiban-kewajiban
biaya penyelenggaraan jenazah dan biaya
pembayar hutangnya. Hal ini adalah supaya





harus di bebankan kepada harta
peninggalan terlebih dahulu ahli waris
harus memastikan terlebih dahulu status
harta peninggalan, karena di Indonesia ada
yang statusnya harta bersama, dan ada yang
statusnya harta masing-masing.Untuk
kewajiban-kewajiban yang lain adalah :
1. Kewajiban ahli waristerhadap harta
peninggalan sebelum harta warisan
dibagi kepada para ahli warisadalah
mengeluarkan kewajiban-kewajiban
tertentu yang terkait dengan harta
peninggalan tersebut, yaitu : a.
Membayar  perawatan jenazah
pewaris.b. Membayarkan hutang
pewaris. c, Membayarkan wasiat
pewaris.
2.  Langkah yang dapat dilakukan jika harta
peninggalan pewaris tidak mencukupi
untuk memenuhi kewajiban-kewajiban
yang harus dibebankan kepada
peninggalan tersebut adalah :
a. Dalam masalah perawatan jenazah,
kewajiban untuk menanggung biaya
tersebut adalah ahli waris yang semasa
hidupnya ditanggung oleh pewaris.
b. Urutan membayar wasiat dan hutang,
harus didahulukan mebayar hutang,
karena harus mendahulukan kewajiban
dari pada anjuran berbuat baik.
c. Membayarkan hutang pewaris, diantara
hutang kepada Allah dan hutang kepada
manusia, maka sebaiknya didahulukan
membayar hutang kepada manusia.
c. Membayarkan wasiat pewaris, jika harta
peninggalan tidak mencukupi wasiat
tidak perlu dilaksanakan.
Direkomendasikan kepada ahli
waris bahwa harus memperhatikan dan
mempelajari serta membayar seluruh
kewajiban-kewajiban terhadap harta
peninggalan sebelum harta itu dibagikan
kepada ahli waris.Jika harta peninggalan
tidak mencukupi untuk membayar seluruh
kewajiban-kewajiban yang harus dibayar
dengan harta peninggalan pewaris, maka
paraahli waris sebaiknya musyawarah,
mufakat untuk menanggung
membayarkannya. Dan sebaiknya hutang
pewaris tersebut dibayarkan berdasarkan
kemampuan dan keikhlasan,jangan
memaksakan diri kalau seandainya
keberatan.
Jika para ahli waris, merasa
kesulitan menentukan status harta, dalam
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menentukan harta peninggalan, dan merasa
kesulitan  untuk menyelesaikan tentang cara
mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang
harus dibebankan kepada harta peninggalan
tersebut, disarankan minta bantu untuk
menyelesaikan masalahnya melalui
Pengadilan Agama, walaupun hal ini tidak
sengketa waris,masalahnya dapat
diajukandengan bentuk permohonan, untuk
menetapkankewajiban-kewajiban yang
harus dikeluarkan dari harta peninggalan
sebelum harta warisan dibagi kepada para
ahli waris.
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